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Model pemidanaan yang terfokus pada pemberatan hukuman terhadap pelaku 

dengan tujuan agar menimbulkan efek jera adalah model lama yang sudah mulai 

ditinggalkan oleh kebanyakan negara-negara modern. Kini, telah terjadi merit sistem 

terhadap teori pemidaan melalui infiltrasi keilmuan lain semisal antropologi, sosiologi, 

psikologi, dan khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Yang terakhir merupakan diskursus 

yang paling banyak dibicarakan, yaitu perkawinan antara pemidanaan dengan hak asasi 

manusia. Wacana ini, layak untuk diangkat di Indonesia saat ini karena momentum 

perubahan UU Terorisme tengah gencar dibicarakan. 

Kita semua setuju bahwa teroris dengan alasan apapun adalah kejahatan yang harus 

ditindak tegas, selain meresahkan masyarakat juga membahayakan keutuhan negara, 

karena biasanya tindakan teror bermuatan politik. Bela sungkawa yang mendalam 

senantiasa kita sematkan kepada keluarga korban terorisme yang ditingkalkan oleh anggota 

keluarga mereka. Namun demikian, tidak berarti kita dapat memperlakukan pelaku teror 

secara tidak adil dan beradab melanggar hak asasi manusia yang mereka miliki. Sebagai 

negara hukum yang berlandaskan kepada Pancasila, kita memiliki pedoman dasar dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dengan alasan apapun, tindakan yang 

mengenyampingkan hukum dan Pancasila tidak dapat dibenarkan. Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, setidaknya menjadi cermin bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusia secara adil dan beradab. 

Rencana perubahan UU terorisme menginginkan agar peran kepolisian dalam 

menindak pelaku teror diperkuat, baik dalam aspek penyelidikan, penyidikan, penangkapan, 

dan berbagai aspek penindakan lainnya. Kebijakan ini nampak progresif dan sah-sah saja jika 

dilihat hanya dari kerangka normatifnya saja. Namun jika diperhatikan lebih jauh, berangkat 

dari historis penanganan korupsi di Indonesia hingga implikasi penguatan peran kepolisian, 

barangkali rencana itu patut kita soroti terlebih dahulu. 
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Kita sepakat bahwa pelaku teror harus dihukum seberat-beratnya, namun harus 

dengan proses peradilan yang adil, bersih, dan jujur. Namun selama ini fakta menunjukkan 

kerapkali polisi menindak di tempat orang yang baru diduga sebagai teroris. Tidak tanggung-

tanggung, tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian adalah menembak ditempat, 

akibatnya mayoritas upaya penangkapan terduga teroris selalu berujung kematian. Padahal 

statusnya baru sebagai terduga teroris, ironinya kriteria penetapan seseorang sebagai 

terduga teroris tidak jelas, hanya berdasarkan informasi dari Intelejen negara yang sangat 

mungkin terjadi kesalahan. 

Kesigapan Densus 88 dalam mendeteksi jaringan teror di Indonesia patut kita 

apresiasi, namun kita juga menyesalkan penanangan terduga teroris selama ini oleh 

kepolisian kerap memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Sebagai upaya terakhir, 

penembakan tentu dibenarkan namun tidak dalam rangka menghilangkan nyawa orang lain. 

Densus 88 tentu lebih mengerti dimana harus mengarahkan peluru jika hanya sekedar untuk 

melumpuhkan atau mematikan sasaran. Pandangan kita tentu sama bahwa tindakan 

mereka adalah tindakan kejahatan yang membahayakan negara sekaligus warga negara, 

namun keberadaan mereka sebagai manusia tidaklah dapat diperlakukan secara tidak 

beradab dan tidak berkemanusiaan. 

Oleh karena itu, arah perubahan UU terorisme harus memperhatikan aspek 

kemanusiaan para terduga teroris bahkan pelaku teroris. Jangan sampai dendam kita 

terhadap pelaku teror menjadi kita bertindak diluar nalar dan logika hukum serta Pancasila. 

Nilai-nilai kemanusiaan harus senantiasa kita tempatkan secara proporsional secara adil dan 

beradab. Di luar itu, penguatan upaya preventif juga harus diakomodir dalam UU terorisme. 

Harus kita pahami bersama bahwa mereka tidak pernah mengakui bahwa tindakan teror 

yang mereka lakukan adalah kejahatan, justru sebaliknya mereka beranggapan yang mereka 

lakukan adalah perintah agama yang suci. Karenanya, perlakuan tidak manusiawi hanya 

akan semakin menyulut kemarahan dan kebencian mereka sehingga memancing tindakan 

teror lain. Masalah terorisme adalah masalah yang bermula dari doktrin, olehkarenanya 

juga harus dilawan dengan doktrin, tidak cukup hanya tindakan represif. 


